
Menimbang : bahwa untuk memberikan stimulus kerja yang menunjang 
pada kelancaran pelaksanaan tugas Tim Kajian Sektor 
Unggulan Kabupaten Purwakarta, maka perlu memberikan 
honorarium kepada personalia Tim Kajian Sektor Unggulan 
Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2019 yang 
besarannya diatur dengan Peraturan Bupati; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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b. Ketua Rp. 1.800.000,-/Keg. 
c. Sekretaris Rp. 0,-/Keg. 
d. Anggota Rp. 1.500.000,-/0rg./Keg. 
e. Sekretariat Rp. 0,-/0rg./Keg. 

Besaran honorarium personalia Tim Kajian Sektor Unggulan 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 diatur sebagai berikut: 

a. Pembina Rp. 0,-/Keg. 

Dalam rangka memberikan stimulus kerja yang menunjang 
pada pelaksanaan tugas Tim Kajian Sektor Unggulan 
Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, maka kepada personalia 
Tim Kajian Sektor Unggulan Kabupaten Purwakarta Tahun 
Anggaran 2019 perlu diberikan honorarium. 

Pasal 2 

Pasal 1 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN HONORARIUM TIM 
KAJIAN SEKTOR UNGGULAN KABUPATEN PURWAKARTA 
TAHUN ANGGARAN 2019 

MEMUTUSKAN : 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 
Nomor 1); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9); 
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Diundangkan di Purwakarta 
pada tanggal '3J":> AJt,~~ Jc>l.9 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATE PURWAKARTA, 

Ditetapkan di Purwakarta 
pada tanggal .3 o ~uS'-tU.!' ).D 19 If BUPATI PURWAKARTA,\ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan 
Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 4 

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
merupakan nilai tertinggi dan diberikan setiap melaksanakan 
kegiatan pembahasan dalam Tahun Anggaran 2019. 

Pasal 3 


